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ABSTRACT. It cannot be denied that corruption is a special crime that threatens the survival of the state and 

nation, hinders development, and causes high economic costs and other negative impacts. This article's research 

method uses a qualitative analysis method, descriptive analysis combined with library research methods, to 

analyze laws and regulations related to the main problem. The discussion focuses on the scope of policies and 

regulations relevant to the business world and best practices for prevention efforts that can be carried out by the 

business world. Regulations prohibiting corporate criminal acts are clearly regulated, and business entities that 

commit corporate criminal acts can be held criminally responsible. Companies can implement anti-corruption 

programs in various ways. To increase the effectiveness of efforts to prevent corporate corruption, corporate anti-

corruption programs need to be risk-based, communicative, dynamic, and continuously evaluated through 

measuring the success of appropriate internal steps and collaborative activities. 

Keywords: Business Evaluation, Anti-Corruption Regulations, Corruption Prevention. 

 

ABSTRAK. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus yang mengancam kelangsungan 

hidup negara dan bangsa, menghambat pembangunan, serta menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan dampak 

negatif lainnya. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif analisis deskriptif yang 

dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan pokok. Pembahasan terfokus pada ruang lingkup kebijakan dan peraturan yang 

relevan dengan dunia usaha dan praktik terbaik upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha. 

Peraturan yang melarang tindak pidana korporasi diatur dengan jelas, dan badan usaha yang melakukan tindak 

pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perusahaan dapat melaksanakan program 

antikorupsi dengan berbagai cara. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi korporasi, program 

antikorupsi korporasi perlu berbasis risiko, komunikatif, dinamis, dan terus dievaluasi melalui ukuran 

keberhasilan langkah internal dan aktivitas kolaboratif yang tepat. 

Kata kunci: Evaluasi Bisnis, Peraturan Anti Korupsi, Pencegahan Korupsi. 
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PENDAHULUAN 

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus yang mengancam 

kelangsungan hidup negara dan bangsa, menghambat pembangunan, serta menimbulkan biaya 

ekonomi yang tinggi dan dampak negatif lainnya. Korupsi yang semula dianggap hanya terjadi 

pada pelayanan publik dan melibatkan lembaga negara, ternyata juga terjadi pada dunia usaha 

dan melibatkan pelaku dunia usaha (perorangan dan perusahaan). Laporan Daya Saing Global 

2017-2018 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi faktor utama dalam berbisnis di 

Indonesia dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (Muslimin, D., et al (2023). 

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan Transparency International (TI) 

menunjukkan skor IPK Indonesia pada tahun 2017 sebesar 36 poin (dari 100 poin), sama 

dengan skor tahun sebelumnya (Romansyah, A., et al (2020). Selain itu, berdasarkan kasus 

korupsi yang ditangani Komisi Independen Anti Korupsi antara tahun 2004 hingga 31 Mei 

2018, jumlah pelaku korupsi di sektor swasta menduduki peringkat kedua (198), kedua setelah 

anggota legislatif (205). ) (KPK, 2018). Data ini menunjukkan bahwa sektor swasta/bisnis tidak 

hanya menjadi korban sistem yang korup namun juga menjadi pelaku korupsi. Selain itu, hasil 

survei partisipan korporasi di 12 kota pada tahun 2017 yang dilakukan TI Indonesia (TII) 

menunjukkan bahwa 51% partisipan korporasi berpendapat bahwa korupsi bukanlah isu 

penting, dan faktanya hanya lima dari 10 partisipan korporasi yang menyadarinya. dengan 

adanya UU Tipikor. TII juga mencatat dalam “Transparansi dalam Pelaporan Perusahaan 2017” 

bahwa 100 perusahaan terbesar di Indonesia memiliki transparansi yang rendah, dengan skor 

3,5 dari 10, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan besar di Indonesia kurang 

transparan dan mungkin tidak dapat menunjukkan transparansi mereka. Terdapat program 

antikorupsi, kegagalan untuk mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan yang 

transparan, dan kegagalan untuk melaporkan laporan keuangan antarnegara secara transparan. 

Sejak tahun 2003, masyarakat internasional melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi 

(UNCAC) telah menyepakati bahwa sektor swasta/korporasi merupakan salah satu pilar utama 

upaya pencegahan korupsi. Namun jika melihat data partisipasi sektor swasta atau korporasi, 

pelaku korporasi, dunia usaha dan rendahnya upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh 

dunia usaha di Indonesia, maka perlu dilakukan analisa terhadap kebijakan dan peraturan 

terkait yang berlaku di Indonesia dan upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh 

dunia usaha untuk memperkuat partisipasi mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh 

karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memperkaya penelitian mengenai strategi pencegahan 

korupsi di sektor swasta/perusahaan sehingga berkontribusi terhadap pencegahan korupsi di 

negara ini. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif analisis deskriptif 

yang dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan, untuk menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pokok. Pembahasan terfokus pada 

ruang lingkup kebijakan dan peraturan yang relevan dengan dunia usaha dan praktik terbaik 

upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha. 

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang  

ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan  

organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik (Silalahi & Ginting, 2020). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Kebijaksanaan serta Regulasi Antikorupsi terpaut Korporasi 

Badan usaha merupakan subjek hukum dan akan dikenakan sanksi apabila melakukan 

tindak pidana korupsi. Pasal 26 Konvensi PBB Menentang Korupsi yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia menekankan bahwa setiap negara pihak pada Konvensi tersebut harus menetapkan 

norma-norma untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk sanksi pidana, 

perdata, dan administratif yang efektif, proporsional, dan bersifat penghalang. tanggung jawab. 

, termasuk sanksi finansial (sanksi moneter). Konvensi PBB Menentang Korupsi menegaskan 

bahwa perbuatan yang patut dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi meliputi 

perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu: 

(1) Menyuap pejabat publik nasional atau menyuap pejabat publik nasional (Pasal 15); 

(2) Menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional atau menyuap 

pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional (Pasal 16); (3) ) Korupsi, 

penyelewengan atau pengalihan harta lainnya oleh pejabat publik atau tindakan penggelapan, 

penyelewengan atau pengalihan kekayaan lainnya oleh pejabat publik (Pasal 17); (4) 

Perdagangan pengaruh atau perdagangan pengaruh (Pasal 18); (5) Penyalahgunaan kekuasaan 

( Pasal 19); (6) Peningkatan harta secara tidak sah atau penambahan harta secara tidak sah 

(Pasal 20); (7) Suap di sektor swasta atau tindakan suap di sektor swasta (Pasal 21); (8) 

Menggelapkan atau menggelapkan harta milik pribadi kekayaan pribadi; (9) Pencucian hasil 

pidana atau pencucian uang; (10) Menyembunyikan atau menyembunyikan; (11) Menghalangi 

keadilan atau menghalangi prosedur peradilan. 

Selbaliknya. Su lrat Kelpultulsan Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbe lrantasan Tindak 

Pidana Koru lpsi selbagaimana te llah diulbah de lngan Ulndang-u lndang Nomor 1999. Sulrat Pe lrintah 
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Nomor 20 Tahu ln 2001 (sellanjultnya dise lbult “UlU l Tipikor”) me lncantulmkan pelru lsahaan se lbagai 

pellaku lnya, dan pe llakul tindak pidana koru lpsi dapat dimintai pelrtanggu lngjawaban pidana. 

Be lbelrapa ke ltelntulan yang re llelvan dalam UlU l Tipikor adalah: (1) Pasal 1 ayat 3: “Seltiap orang 

adalah orang pe lrse lorangan, te lrmasulk badan hu lkulm”; Pasal 1 angka 1: “Pe lrulsahaan te lrdiri dari 

orang-orang dan/atau l sulatul ke llompok yang te lrorganisasi. kulmpullan harta ke lkayaan, baik yang 

belrbe lntulk badan hulku lm maulpuln tidak."; Pasal 20 ayat (1): "Pe lru lsahaan dan/ataul pelngu lru lsnya 

dapat ditulntult pidana dan/ataul dipidana apabila sulatul tindak pidana korulpsi dilakulkan olelh atau l 

atas nama su latul pelrulsahaan." ; Pasal 20 ayat (2): “Pelrulsahaan me llaku lkan tindak pidana koru lpsi 

apabila tindak pidana te lrselbult dilakulkan, baik se lndiri-selndiri mau lpuln belrsama-sama, dalam 

sulatul pe lrselkultulan yang dilakulkan ole lh orang-orang be lrdasarkan su latul hulbulngan ke lrja atau l 

hulbulngan lain.”; Pasal 20 Ayat (7): “Pimpinan pidana yang dapat dijatu lhkan ke lpada badan 

hulkulm hanyalah de lnda saja, de lngan pidana maksimulm ditambah 1/3 (selpe lrtiga).” 

Melskipuln Ulndang-U lndang Tindak Pidana Koru lpsi mellarang dan me lngancam se lcara 

pidana pe lru lsahaan u lntulk mellaku lkan tindak pidana koru lpsi, namuln ju lmlah pe lrulsahaan yang 

ditindak selsulai delngan ulndang-u lndang dan te lrbu lkti mellakulkan tindak pidana koru lpsi masih 

sangat te lrbatas. 2 Kondisi inilah yang me llatarbe llakangi diu lndangkannya Pelratu lran Mahkamah 

Agu lng Nomor 1 Tahu ln 2016 Nomor 13 “Tata Cara Badan U lsaha dalam Pelnanganan Pe lrkara 

Pidana” (se llanjultnya dise lbult Nomor 13 Tahu ln 2016). Pe lratulran te lrse lbu lt melmbelrikan pe ldoman 

prose ldulr pelnanganan kasuls korulpsi yang mellibatkan dulnia ulsaha. Pasal 4(2) melmulat salah 

satul keltelntulan te lrpelnting dalam pe lnilaian hakim atas kelsalahan pelrse lroan, yaitul: 

(a)Pe lrulsahaan dapat melmpelrole lh kelulntulngan ataul kelulntulngan dari pe lrbulatan pidana telrse lbult, 

atau l pelrbulatan pidana telrse lbult dilakulkan u lntulk kelpe lntingan pe lru lsahaan; (b)Pe lrulsahaan 

melmbiarkan te lrjadinya pelrilaku l kriminal; ataul (c)Pe lrulsahaan gagal me lngambil langkah-

langkah yang dipelrlulkan ulntulk melncelgah, melnce lgah dampak yang lelbih lulas dan melmastikan 

kelpatu lhan telrhadap ke ltelntulan hulkulm yang be lrlakul ulntulk melnghindari tindakan kriminal. 

Ke lsimpullannya, ke lbijakan, ulndang-u lndang, dan pelratu lran di Indone lsia saat ini delngan 

jellas melne ltapkan bahwa baik badan hu lkulm maulpuln badan u lsaha tidak be lrbadan hu lkulm tidak 

dipelrbole lhkan mellaku lkan keljahatan koru lpsi. UlUl Tindak Pidana Koru lpsi. Namuln pelratulran 

telrse lbult bellulm melwajibkan dulnia u lsaha ulntulk melnce lgah koru lpsi. Situlasi ini mulngkin me lnjadi 

salah satu l alasan me lngapa pe lrulsahaan me lmiliki re lndahnya inse lntif ulntulk mellaksanakan 

program pe lnce lgahan korulpsi. 

Relgu llator tampaknya mullai melnyadari bahwa selktor swasta/bisnis haru ls dilibatkan 

dalam ulpaya pe lncelgahan korulpsi. Pelrpre ls Nomor 54 Tahuln 2018 telntang Strate lgi Nasional 

Pelnce lgahan Koru lpsi me lnye lbultkan bahwa salah satul tantangan re lzim pelrizinan dan tata niaga 
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adalah re lndahnya ke ltelrlibatan pe llakul korporasi dalam pe lnce lgahan koru lpsi dan re lndahnya 

pelnge lmbangan bu ldaya. pelnce lgahan koru lpsi di selktor swasta. Ole lh kare lna itul, selsulai Pelrpre ls 

telrse lbult, tuljulan pe lngu latan pe lncelgahan koru lpsi di kalangan dulnia ulsaha antara lain: (1) 

melmpelrku lat pelnge llolaan database l pellaku l korporasi selktor stratelgis di tingkat pulsat dan daelrah; 

(2) me lmbelrikan sanksi yang be lrat ke lpada opelrator ile lgal. ; (3) melru lmulskan strate lgi 

Komulnikasi dan advokasi pelnge llolaan pelnce lgahan korulpsi di dulnia ulsaha; (4) Me lnulmbulhkan 

buldaya inte lgritas di kalangan pe llakul ulsaha. 

b. Usaha Penangkalan Peruntukan Kejahatan Penggelapan Untuk Korporasi 

Program Antikoru lpsi Korporasi: Ikhtiar Dalam Pe lnangkalan Koru lpsi 

Relncana antikoru lpsi pelrulsahaan saat ini dapat diimplelmelntasikan dalam belrbagai 

belntulk: re lncana anti korulpsi, re lncana ke lpatu lhan GCG, sistelm manaje lmeln anti sulap, siste lm 

intelgritas, dan lain-lain. Pada dasarnya, salah satul tuljulannya adalah u lntulk mellindulngi du lnia 

ulsaha dari praktik dan pelrmasalahan koru lpsi. Ulbaeldillah, A. (2016) melngu lraikan pe lran 

pelnting se lktor swasta dalam win-win pe lrtaru lngan mellawan koru lpsi, yaitul: melnge lmbangkan 

kelbijakan dan langkah anti korulpsi intelrnal yang kulat, melndulkulng pe lmbangu lnan nasional dan 

melmpelrku lat anti koru lpsi pulblik. infrastrulktulr. 

 Program antikorulpsi melmbawa manfaat bagi dulnia ulsaha. Selcara global, telrdapat tre ln 

yang be lrke lmbang di kalangan du lnia ulsaha u lntulk melne lrapkan praktik anti-koru lpsi ulntulk 

melngu lrangi risiko hulkulm, bisnis, dan relpultasi. Program antikoru lpsi melmbantul melnulnjulkkan 

re lspons bisnis telrhadap kelwajiban dan tanggu lng jawab hu lkulm ulntulk melngu lrangi risiko 

korulpsi dan melnulnjulkkan komitmeln pelru lsahaan ulntulk melnjalankan bisnis delngan inte lgritas. 

Jika hal ini dilakulkan selcara te lrbulka dan transparan, maka hal ini dapat melmbawa manfaat: (1) 

pelrtulmbulhan be lrke llanjultan; (2) pe lnghe lmatan biaya; (3) be lrkulrangnya risiko te lrjadinya 

pelristiwa yang be lrsifat melnghu lkulm atau l belrbahaya. 

 Langkah ini melnimbullkan ke lhelranan di kalangan pelbisnis yang me llihatnya se lbagai 

ulpaya me llindulngi diri melre lka se lndiri. Di be lbelrapa ne lgara, program antikorulpsi dilaksanakan 

mellaluli program ke lpatu lhan dan dapat dipe lrhitulngkan pada saat pe lngambilan ke lpultulsan 

pelrkara u lntulk melngu lrangi hulkulman atau l delnda atas pellanggaran, te lrultama yang te lrkait delngan 

pelnyu lapan. Misalnya, Delparte lmeln Ke lhakiman AS (DOJ) dan Komisi Selkulritas AS (SElC) 

melnge llularkan su lrat yang me lncabu lt hulkulman atas pellanggaran pe lratulran Ulndang-U lndang 

Praktik Koru lpsi Asing tahuln 1977 atau l FCPA. 15 pelru lsahaan yang te llah be lrulpaya me lnelrapkan 

program ke lpatulhan (Sulgiarto, R. T. (2021). 
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 Seldangkan di Indone lsia, melski bellulm ada rinciannya, Komisi Pelmbelrantasan Koru lpsi 

(KPK) (2017: 29) me lneltapkan bahwa pe llaku l u lsaha haru ls mellakulkan 9 langkah antikoru lpsi 

dalam me lnge lmbangkan ulsaha yang be lrintelgritas, yaitu l: (1) Me lngide lntifikasi Telrjadinya 

oknulm korulptor; (2) E ltika; (3) Inte lrnalisasi nilai-nilai antikorulpsi, (4) Pellatihan dan pu lblisitas; 

(5) Tanggu lng jawab sosial pelrulsahaan; me lkanismel pellaporan pe llanggaran; (6) Kelpe lmimpinan; 

(7) Ke lbijakan konflik ke lpelntingan; (8) ) Pe llaporan yang be lrtanggu lng jawab dan transparan; 

(9) Sistelm kelpatulhan. Khulsuls di bidang ulsaha mikro, kelcil, dan melne lngah, Komisi 

Pelmbelrantasan Koru lpsi (2018b) julga me lnge lmbangkan tiga me ltodel ulntulk melmbangu ln “U lKM 

yang te lrintelgrasi”, yaitu l mellaluli: (1) pelmahaman, telrmasulk pelmahaman te lntang koru lpsi dan 

pelncu lcian u lang, manaje lmeln pulncak komitmeln, pelratu lran te lrtullis, Sosialisasi dan pe llatihan, 

laporan transaksi tidak telrkait delngan tindak pidana; (2) De ltelksi yaitu l idelntifikasi kelre lntanan, 

velrifikasi inte lrnal dan e lkstelrnal, digitalisasi pe lnge llolaan ke lulangan, pe lnye ldelrhanaan pe llaporan 

kelulangan, pe lngawasan kelulangan; (3) Re lspon , melngambil tindakan relsponsif, me lmbelri 

pelnghargaan dan me lnghulkulm. 

 Organisasi Standar Inte lrnasional (ISO) te llah me lmbelrikan pe lrhatian le lbih telrhadap isu l 

anti sulap dan me lru lmulskan standar inte lrnasional Sistelm Manaje lmeln Anti su lap ISO 37001:2016 

yang diadopsi ole lh badan standardisasi nasional dan melnjadi SNI 37001:2016 Manaje lmeln Anti 

sulap Sistelm. Standar ini melnsyaratkan ke lpatu lhan telrhadap ke ltelntulan anti-pelnyu lapan te lrkait 

delngan konte lks organisasi, kelpe lmimpinan, pelrelncanaan, du lkulngan, opelrasional, e lvalulasi 

kinelrja, dan tindakan pe lrbaikan. Standar ini julga dapat ditelrapkan dan melnjadi bagian dari 

program ke lpatulhan anti korulpsi pelru lsahaan. 

 Dulnia ulsaha pe lrlul melmilih pelndelkatan program anti koru lpsi yang telpat kare lna 

melngingat se ltiap bisnis melmiliki karaktelristik yang be lrbe lda-be lda, maka tidak ada satul 

program anti koru lpsi yang cocok u lntulk se lgala belntulk dan kondisi bisnis (tidak ada satul 

pelnde lkatan yang cocok ulntulk selmula bisnis). Namuln, delngan me lngacu l pada pe ldoman sistelm 

anti-koru lpsi intelrnasional dan sistelm anti-korulpsi yang ada di Indone lsia, keltika 

melnge lmbangkan re lncana anti-koru lpsi, pelrulsahaan pelrlul melmpelrhatikan seltidaknya lima hal 

pelnting ke ltika me lnge lmbangkan re lncana ke lpatulhan: 

1. Melmahami pe lratulran, karakte lristik bisnis dan pihak te lrkait; 

2. Komitmeln dan du lkulngan pimpinan dan manaje lmeln te lrhadap pe llaksanaan program 

antikorulpsi; 

3. Mellakulkan pe lnilaian risiko ulntulk melnge lmbangkan re lncana antikoru lpsi yang te lpat; 

4. Pelnelrapan prose ldulr dan re lncana ke lpatulhan, telrmasulk pellatihan dan komulnikasi, ulji 

tulntas, pellaporan pe llanggaran dan pe lmantaulan pe llaksanaan; 



 
 
 

e-ISSN: 2986-3252; p-ISSN: 2986-4410, Hal 37-48 
 

 
 

5. Telru ls melnelru ls mellakulkan elvalu lasi dan pelrbaikan. 

Namuln, apakah langkah-langkah te lrse lbult cu lkulp dan mampu l me lmbantul pe lrulsahaan 

melnghadapi risiko hu lkulm? Belbelrapa ne lgara melmpulnyai ke ltelntulan khulsuls ulntulk melnilai 

kritelria ke lcu lkulpan bagi pe lrulsahaan yang mu lngkin dianggap te llah me lnelrapkan program 

kelpatu lhan yang te lpat. Se ldangkan di Indone lsia, hingga artike ll ini ditullis, bellulm diatulr se lcara 

khulsuls. 

Program Antikoru lpsi Korporasi: Ke llakulan Kelrja sama se lrta Ke lgiatan Sama 

Relncana antikoru lpsi yang dike lmbangkan di dalam pe lrulsahaan tidak culkulp ulntulk 

melngu lrangi risiko koru lpsi. Fahle lvi, R., elt al (2023) melnye lbultkan tiga pe lndelkatan yang dapat 

dilakulkan ulntulk melne ltapkan program antikoru lpsi ulntulk melncapai lingkulngan bisnis yang 

belrisiko re lndah, yaitu l mellaluli: (1) pelnde lkatan intelrnal mellaluli pelnilaian risiko, pelnelrapan 

kelbijakan antikorulpsi, dan program ke lpatulhan. , dan ke ltelntulan anti-koru lpsi dalam Pe lratu lran, 

(2) pe lnde lkatan e lkstelrnal, yaitu l be lrbagi ke lbijakan, pe lngalaman dan praktik telrbaik de lngan 

pelmangku l kelpe lntingan, dan (3) pe lnde lkatan tindakan kole lktif, me llaluli kelte lrlibatan de lngan 

mitra bisnis lain, relkan kelrja, dan pe lmangku l kelpelntingan lainnya me llaluli ulpaya be lrsama 

kelgiatan. Tindakan kolelktif dipe lrlulkan u lntulk me lmbantul melmbangu ln konse lnsuls dan 

melnciptakan lingku lngan bisnis delngan risiko korulpsi yang re lndah kare lna pe lrulsahaan 

melne lrapkan program intelrnal dalam lingku lngan yang sangat kompe ltitif dan be lrisiko selcara 

finansial yang tidak dapat melmpelngaru lhi lingkulngan bisnis. 

 Hadilinatih, B. (2019) melnyatakan bahwa tindakan kolelktif melmbawa manfaat bagi 

dulnia ulsaha de lngan me lnggabu lngkan ke lkulatan satul sama lain (telrmasulk pelsaing) de lngan 

pelme lrintah (otoritas) dan organisasi masyarakat sipil ulntulk melncapai tu ljulan yang sama, yaitu l 

melnciptakan pasar yang adil se lrta melminimalkan pe llulang dan risiko korulpsi. De lngan 

melmbelntulk aliansi, pelrspelktif yang be lrbe lda dapat dimanfaatkan ulntulk melmelcahkan masalah 

telrte lntul dan me lmaksimalkan dampak dari aksi korporasi individul (Hadilinatih, B. (2019). 

 Tindakan kole lktif dapat dilakulkan mellaluli belbelrapa cara, yaitu l pelnciptaan pelrangkat 

atau l alat ulntulk melngatasi dan/atau l melngu lrangi risiko korulpsi, pelnciptaan dan pe lmelliharaan 

pelnde lkatan yang sama dalam program ke lpatulhan di antara para pe llakul u lsaha, telrmasulk pe lsaing 

dan mitra bisnis, dan melngatasi koru lpsi hotspot dan melningkatkan ke lrangka pe lratu lran dan 

langkah-langkah te lrbaik telrkait pe lnce lgahan koru lpsi (Arulmastulti, N. K., & Seltyaningrulm, D. 

(2023). Artinya, pe lrulsahaan te lrkait belke lrja sama u lntulk melngu lbah lingku lngan bisnis. 

 Selbagaimana dije llaskan olelh Hadilinatih, B. (2019), tindakan kolelktif dapat 

mellelngkapi atu lran hu lkulm dan praktik anti koru lpsi yang le lmah. Dalam hal ini, aksi kole lktif 
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dapat dilaku lkan be lrdasarkan proye lk atau l inselntif jangka panjang, de lngan ataul tanpa dorongan 

dari pihak e lkstelrnal u lntulk melmullai aksi kolelktif. Te lrgantu lng pada jelnis dan meltodel 

pelne lrapannya, tindakan kolelktif dapat belru lpa pelrnyataan antikoru lpsi, pakta intelgritas, inisiatif 

prinsip, dan se lrtifikasi aliansi bisnis. 

 Sellain tindakan kole lktif, aspe lk lain yang dapat dilakulkan du lnia ulsaha u lntulk melnce lgah 

korulpsi adalah de lngan mellaporkan diri se lndiri dan be lkelrja sama de lngan pihak be lrwe lnang, 

telrultama dalam hal inve lstigasi. Hal ini sangat pe lnting, Oktavianto (2019) melnjellaskan bahwa 

pellaporan diri khu lsu lsnya me lnge lnai inve lstigasi akan me lmbawa manfaat bagi pe lrulsahaan 

selbagai bagian dari pe lnge lndalian inte lrnal, me lnyampaikan pe lsan ke lpada se llulrulh karyawan 

bahwa koru lpsi tidak akan ditolelransi, dan melnu lnjulkkan komitmeln kelpelmimpinan. Hal ini julga 

dapat melngu lrangi sanksi (telrgantu lng pada pe lratulran yang be lrlaku l), melngu lrangi dampak risiko 

telrhadap u lsaha yang le lbih be lsar, dan me lmbelrikan pe llulang bagi du lnia u lsaha u lntulk me llakulkan 

pelnye llidikan belrsama delngan pihak be lrwe lnang. Selmelntara itul, manfaat lain bagi pihak 

belrwe lnang adalah me lrelka dapat me lngide lntifikasi dan me lmpelrbaiki pe llanggaran yang 

mulngkin su llit didelte lksi olelh pe lmelrintah dan melnghe lmat sulmbelr daya pe lmelrintah dalam 

pelnye llidikan. Hal ini telntulnya me lme lrlulkan pelratu lran lelbih lanjult yang spe lsifik ulntulk 

ditelrapkan di Indone lsia, te lrmasulk melngu lrangi risiko pe lrulsahaan melnggu lnakan hasil 

invelstigasi inte lrnal ulntulk mellindulngi diri me lrelka selndiri (Oktavianto, R., & Abhelselka, N. M. 

R. (2019). 

c. Tingkatkan Daya guna Program Antikorupsi Korporasi di Indonesia 

 Pelrke lmbangan program antikorulpsi korporasi di Indonelsia masih rellatif relndah. Hasil 

Sulrveli Transparansi Pe llaporan Pe lru lsahaan TII 2017 melnulnjulkkan bahwa di antara 100 

pelru lsahaan te lrbe lsar di Indonelsia (Fortu lnel 100), 68% pimpinan pe lru lsahaan tidak me lmiliki 

komitmeln antikorulpsi, 73% tidak melmiliki pelratu lran ke ltat yang me llarang sulap, dan 39% tidak 

melmiliki kelbijakan pelmbelrian ( honorariu lm, hadiah, ke lramahtamahan, dan pelnge llularan), 60% 

Tidak ada ke lbijakan me lnge lnai kontribu lsi politik, 71% Tidak ada program antikoru lpsi ulntulk 

pihak lain 67 pihak (ve lndor, age ln, pelnghu lbulng, dll.) % pelmasok tidak melmiliki relncana 

antikorulpsi dan 74% tidak melmiliki pellatihan antikorulpsi. 

 Hanya 57% pe lrulsahaan yang me lmiliki sistelm pe lngadu lan yang me lnjamin kelrahasiaan 

pellapor, dan 40% melngizinkan pellapor tanpa risiko pelmbalasan. Ke lbanyakan pelru lsahaan tidak 

belru lpaya me lmbulat laporan program antikoru lpsi yang me lnilai elfe lktivitas program antikoru lpsi. 

Hal ini melnulnjulkkan bahwa implelmelntasi program antikorulpsi yang ide lal bagi pe lru lsahaan 

belsar di Indone lsia masih melnjadi tantangan be lsar bagi pe lrulsahaan Indone lsia. Pada awal tahu ln 
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1960an, keltika program kelpatu lhan mullai be lrkelmbang, Kelnny, P., & Warbulrton, El. (2020) 

melncatat bahwa me lmbulat program ke lpatulhan be lrhasil melru lpakan masalah yang me lnantang 

dan melnarik, me lskipuln belbe lrapa orang ju lga me lrasa hal ini sangat me lmbulat fru lstrasi, ini adalah 

tulgas yang sangat su llit tidak pe lrnah se llelsai, muldah dan tidak pe lrnah se llelsai. Hal ini 

melmelrlulkan komitmeln dan elne lrgi be lrke llanju ltan ulntulk melne lrapkan ke lpatulhan antikoru lpsi 

dalam praktik bisnis. Sulgiarto, R. T. (2021) melnje llaskan bahwa se ltidaknya ada se lpullulh 

pelnye lbab kelgagalan program antikorulpsi, yaitu l: kelgagalan me lnilai dan melmahami risiko, 

kulrangnya ke lpe lmimpinan, tidak telrseldianya su lmbelr daya, profil fu lngsi ke lpatulhan yang tidak 

melmadai, ku lrangnya proseldulr imple lmelntasi kelbijakan yang je llas, pelmilihan prioritas antara 

pelrmasalahan dan inselntif, kulrangnya pe llatihan dan komulnikasi, manaje lmeln pihak keltiga yang 

tidak melmadai, kulrangnya pe lngawasan, dan pe lnelgakan pe lratu lran selrta tindakan pe lrbaikan 

yang tidak konsiste ln. 

 Program antikoru lpsi yang su ldah ada pe lrlul te lruls ditingkatkan e lfelktivitasnya. Te lrkait 

program ke lpatulhan, Mulslimin., elt al (2023) melnjellaskan bahwa jika implelme lntasi program 

kelpatu lhan (anti su lap) dipantau l selcara be lrkala dan ditelrapkan me lkanismel yang andal u lntulk 

melne lrima, melnindaklanjulti dan melnelntulkan ke lbelnaran pe lngadu lan yang ada, maka ke lpatulhan 

(anti sulap) akan melningkat (pelnyu lapan) program akan elfe lktif. Dalam pellaporannya haru ls 

dapat delngan muldah belradaptasi delngan karakte lristik pelru lsahaan dan ke lgiatan ulsahanya, te lruls 

belrke lmbang, dinamis dan muldah be lrulbah ke ltika ditelmulkan pe lnyimpangan, ke lselnjangan atau l 

kelkulrangan. Te lrmasulk apakah ada pe lrulbahan pada strulktulr bisnis dan organisasi. Olelh kare lna 

itul, pelnting u lntulk telru ls melnilai se llulrulh risiko pelru lsahaan agar dapat diselsulaikan u lntulk 

melningkatkan program kelpatu lhan. Re lncana yang ada ju lga pe lrlul dikelmbangkan se lcara 

melnye llulru lh, spelsifik dan dilaksanakan se lcara e lfe lktif, selrta bagaimana ke lbijakan 

dikomulnikasikan, misalnya dalam bahasa dae lrah yang mu ldah diakse ls dan dipahami ole lh 

karyawan. 

 Rulpanya, Cheln & Soltels (2018) melnyatakan bahwa para e lkse lkultif melrasa fru lstrasi 

delngan biaya yang telrkait delngan program kelpatu lhan, yang sangat belsar dan telruls 

belrke lmbang, tanpa me llihat manfaat yang je llas. Melre lka te lruls belrinvelstasi bulkan kare lna alasan 

produlktif te ltapi kare lna melre lka taku lt organisasi melre lka akan me lnanggu lng be lban tanggu lng 

jawab yang le lbih be lsar. Jadi, melnulrult Cheln dan Soltels, jawaban atas pe lrtanyaan ini adalah 

sistelm pelngu lkulran yang lelbih baik. Tanpa alat pe lngu lkulran yang e lfe lktif, pelrulsahaan tidak dapat 

melrancang program ke lpatulhan yang elfe lktif selhingga program ke lpatu lhan dapat diselsulaikan 

melnjadi lelbih e lfelktif dan elfisie ln (Cheln, H., & Soltels, El. (2018). 
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 Dalam prose ls pe lnelntulan sistelm pelngu lkulran ini, pelran pe lmelrintah dan le lmbaga 

re lgu llator sangatlah pe lnting. Bu ldaya dan program antikorulpsi di du lnia ulsaha pe lrlul te lruls 

digalakkan. TII (2017) melnyampaikan be lbelrapa re lkomelndasi ke lpada pe lmelrintah dan 

re lgu llator, telrmasu lk pe lnelrapan pe lratulran antikoru lpsi yang le lbih kulat dan pelne lrapan program 

wajib antikoru lpsi. Pelratu lran dipe lrlulkan u lntulk me lningkatkan tingkat antikorulpsi pe lrulsahaan 

dan me lmbelrikan dorongan bagi pe lrulsahaan u lntulk melmpelrbaiki sistelm intelrnalnya. 

 Pelrjulangan me llawan korulpsi akan le lbih elfe lktif jika pe lrulsahaan be lrtindak be lrsama 

ulntulk lelbih melningkatkan dampak program ke lpatulhan yang te llah diteltapkan, te lrmasulk 

pelne lrapan kode l e ltik, kelbijakan, dan prose ls di sellulrulh ope lrasi dan rantai pasokan. Me lngingat 

sifat bisnis yang me lnge ljar ke lulntulngan kome lrsial, dulnia ulsaha haru ls teltap sadar dan telrlibat 

ulntulk telru ls melmainkan pelran aktif dalam tindakan kolelktif. Pelrulsahaan mulngkin e lnggan u lntulk 

mellakulkan tindakan kole lktif telrse lbult jika tindakan kole lktif telrselbult pada akhirnya dianggap 

tidak melmbawa manfaat (baik finansial mau lpu ln non-finansial) bagi pe lrulsahaan. 

 Pelnelrapan aksi kolelktif melmelrlulkan pe lrsiapan dan bantulan yang ce lrmat, haruls 

melngatasi pe lrmasalahan yang re llelvan se lcara lokal, dan haru ls dike lmbangkan dalam ke lrangka 

standar yang dapat dite lrima. Pelnting bagi inisiatif-inisiatif ini ulntulk be lrfokuls pada hasil-hasil 

yang dapat dicapai dan pelrbaikan-pe lrbaikan u lntulk melmbelrikan dasar bagi pe lnge lmbangan 

inisiatif-inisiatif yang le lbih melnantang (Oktavianto, R., & Abhelselka, N. M. R. (2019). 

 Pelmelrintah dan re lgu llator pelrlul belrpe lran dalam melndorong ulpaya kole lktif agar pe llakul 

korporasi dapat me llakulkan ulpaya kole lktif selcara mandiri. Relgu llator dan pelmelrintah pe lrlul 

melmpelrtimbangkan apakah ada inse lntif pe lmelrintah bagi u lpaya du lnia u lsaha se lhingga du lnia 

ulsaha dapat me lrasakan manfaat langsulng dari pe lnelrapan program antikorulpsi dan me lnghindari 

dulnia ulsaha te lrpelrosok dalam: targe lt kine lrja bisnis atau l risiko yang dihadapi ole lh ulndang-

ulndang. Hal ini seljalan delngan pe lrlulnya re lgu llator melnge lmbangkan strate lgi komulnikasi yang 

elfe lktif agar mampu l melngajak du lnia u lsaha u lntulk belrpe lran dalam u lpaya Indonelsia me lnce lgah 

korulpsi. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Be lrdasarkan pe lmbahasan di atas, maka dapat diambil kelsimpullan dan saran selbagai be lrikult: 

A. Pelratulran yang me llarang tindak pidana korporasi diatulr de lngan je llas, dan badan u lsaha yang 

mellakulkan tindak pidana korporasi dapat dimintai pelrtanggu lngjawaban pidana. Namu ln 

kelbijakan dan pe lratulran di Indone lsia bellu lm melwajibkan atau l melmbe lrikan inselntif bagi 

dulnia ulsaha ulntulk melncelgah koru lpsi. Belbelrapa pelru lsahaan yang te lrlibat kasuls korulpsi 

melncatat bahwa tidak ada ke lbijakan dan re lncana antikorulpsi dan/atau l kelbijakan yang ada 
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tidak e lfelktif dalam me lncelgah koru lpsi. Me lskipuln Pelratulran Nomor 13 Tahuln 2016 te lntang 

Pelnilaian Pelrilaku l Salah Pelrulsahaan me lmbelrikan kelse lmpatan kelpada du lnia ulsaha u lntulk 

melnulnjulkkan ulpaya me lre lka dalam melnce lgah korulpsi, namuln pelratulran telrselbult tidak 

melmbelrikan standarisasi lelbih lanjult telrhadap program anti-koru lpsi apa yang dapat 

dianggap se lbagai program pelnce lgahan yang me lmadai/cu lkulp. Disarankan agar re lgu llator 

melmbulat pe lratulran yang me lwajibkan du lnia u lsaha u lntulk melnge lmbangkan re lncana 

antikorulpsi (wajib), te lru ltama di indulstri yang rawan koru lpsi. Program antikorulpsi yang 

diatulr melmulat standar/kritelria yang je llas dan telru lkulr ulntulk melnilai apakah program 

telrse lbult melmadai ulntulk melnce lgah koru lpsi. 

 

B. Pelrulsahaan dapat me llaksanakan program antikorulpsi delngan be lrbagai cara. Pe lrtama, 

melne ltapkan program antikorulpsi di dalam pelrulsahaan me llaluli praktik telrbaik belrdasarkan 

karakte lristik pe lrulsahaan dan pe lnilaian risiko, me lmahami pe lratulran de lngan komitmeln dan 

dulkulngan pimpinan dan manaje lmeln, se lrta me lnelrapkan be lrbagai prose ldulr dan program 

kelpatu lhan (te lrmasulk pellatihan dan komulnikasi). dan pe lnilaian dan pe lrbaikan 

belrke llanjultan, telrmasu lk pellaporan dan ke lrja sama delngan pihak be lrwe lnang. Ke ldula, du lnia 

ulsaha dapat te lrlibat langsulng dalam tindakan kolaboratif dan koope lratif mellaluli meltodel 

yang dise lsulaikan delngan kelbultulhan melre lka, selpelrti: pelrnyataan anti-koru lpsi, pelrjanjian 

intelgritas, inisiatif prinsip, dan se lrtifikasi aliansi bisnis. Disarankan agar badan pe lngatulr 

melne lrbitkan peldoman ataul melne lntulkan standar pilihan program ulntulk melmbelrikan acu lan 

bagi pe lrulsahaan dalam melnge lmbangkan program antikorulpsi. Salah satu l standar program 

antikorulpsi yang dike llularkan BSN dan KAN dalam hal ini adalah SNI ISO 37001:2016 

telntang siste lm manaje lmeln anti sulap yang melru lpakan standar inte lrnasional. Namu ln 

pelne lrapannya di Indone lsia seljau lh ini masih belrsifat sulkare lla. 

 

C. Ulntulk melningkatkan e lfe lktivitas ulpaya pe lncelgahan korulpsi korporasi, program antikoru lpsi 

korporasi pe lrlul be lrbasis risiko, komulnikatif, dinamis, dan telruls dielvalu lasi mellaluli ulkulran 

kelbe lrhasilan langkah intelrnal dan aktivitas kolaboratif yang te lpat. Disarankan agar 

re lgu llator melngide lntifikasi ulkulran e lfelktif kelbe lrhasilan program antikoru lpsi pelru lsahaan dan 

melmbelrikan inse lntif bagi pelru lsahaan yang be lrhasil mellaksanakan program telrse lbult. 
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